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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 2 Sen 01 scbagairnana tcJah bcbcrapa kaii
diubah. tcrakhir dengan Peraturan Oaerah Nomor 2
Tahun 2011 ILcmbaran Daerah Provinsi Sumatcra
Sclatan Tahun 2011 Nomor 3 Sen OJ;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURSUMATERASELATAN,
a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3
Tahun 2011. ten tang Pajak Daerah, perlu ditetapkan
petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Oaerah;

NOMOR 11 TAHUN2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANPERATURANDAERAH
NOMOR3 TAHUN2011 TENTANGPAJAKDAERAH

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Mengingat

Menimbang
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PE'ruNJUK
PELAKSANAAN PF.RATURAN DAERAH INOMOR 3 TAHUN
2011TENI'ANG PAJAKDAERAH.

BABI

D.1ENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Pernturan Gubemur ioi yang dimak:sud dengan :
L Provinsi adalab Provinsi Suma1era. Sela1Dn.
2. Gubemur ada1ab Gubemur Sumatera Selatan.
3. .Din.as Pendapatan Daerah adalab Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daecah Provinsi Suma:reraSelatarL
5. Unit Pelaksana Te.knis Dinas, yang selanjulnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelabana Teknis Dinas di
lingkunpn Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Snmafem Selalan.

6. KepaIa Unit Pclaksana Telrnis Dinas, yang sdanjutnya
disingkat Kepala UPI'D. adalab Kepala Unit Ao:1aksana
Telmis Dinas di Iioglrung;an Dinas Pendapatan Dacrah
Prorin.si Sumat.em SeL-ltan

7. Kendaman Bennotor adalab semua kendaraan beloda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digemkkan oleh peralatan teJcnik
berupa. UJ.omrat:a.uperaJatao lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya encrgi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat -alat berat dan alat-alat
besar yang dalam operasiuya menggunakan coda dan
motor dan tidak melekat secara permanen serta
keodaraan belmutor yang dioperasikan di air.

8. Pajak Kendaraan .Be:nnotor. yang selanjutnya disingkat
PKB. adalah pajak alas IrepemWlmn dan/at:a.u
pengnasaan lrendaman bermotor.

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, yang
selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas
penyemban. hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat petjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak
atau Jreadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah. warisan. atau pemasukan Ire dalam
badan usaha

10.Pajak Bahan Bakar Kendaraan 8enDotor. yang
selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas
penggunaan bahan hakar kendaman bermotor.

11. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP,
adalah pajak atas peogambiJan dan/alaU pemanfaatan
air permukaan.

5. Peraturan Dae:rah Provinsi Suma1era. Sela1Dn Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Homor 1 Seri BI;
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BASH

PAJAK KENDARAAlNf BERMOTOR

Bagian Kesatu
Tam Cam.PeJaksanaan Pengenaan

Tarif Pajak Progresif
Pasal2

[I] Terbadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi
kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

(2) Tanf progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat)
atau lebib dan/atau kendaraan bermotor roda 2 (dual
dengan lsi silender 500 cc Ire atas,

(3)Tarir Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan terbadap jenia kendaraan sedan. jeep.
minibus. station wagon,. microbus. pickup double cabin
dan bus.

12. Pajak Rokok adaJah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah ..

13.Potensi adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang
dihitung per periode berdasarkan realisasi masing­
masing UPI'D Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten!
Kota yang bersangkutan.

14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang sclanjutnya
disingkat SPrPD, adalab swat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk meJaporkan pengbitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak danj'atau bukao objek
pajak dan/atau barta dan Jrewajiban sesuai deogan
ketentnan peratumn perundang-undangan perpajakan
daerah.

15. Sural Keretapan Pajak Daerah, yang seJanjublya
disingkat SKPD, adalah swat lretetapan pajak yang
menentukan besamya jumJah pokok pajak yang
terutang.

16. Surat Keretapan Pajak Daerab Kurang BardT, yang
seJanjutoya dapat disingkat SKPDKB, adalab Surctt
Ketetapan P-ctjakyang menentukan besamya jwnIah
pokok pajak. jnmJab kredit pajak. jumJah kekurangan
pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi
administratif danjumlah yang masib hams m"baYaT.

17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang seJanjutnya disingkat SKPDKBT.
adaJah swat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang teJab ditetapkao.

18.Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
se1anjutnya dapat disjngkat SKPDLB adalah Surat
Ketetapan P-djak yang menentukan jumlah ke!ebihan
pembayarnn Pajak karena jumJah kredit pajak lebih
besar dan pada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang,

-3 -
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Bagian Kedua
Tata cara Fbnbayarao dan PeIaporan

Pasal4

(1) Pcmbayaran Pajak yang terutang diJakukao pada
Bendaharo. Penerima Pembantu atau pejabat yang
ditunjuk.

(2)Uang pajak yang ctitcrima oleh Bendahara Penerima
Pembaotu atau pejahat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (ll hams disetorkan ke leasDaerah
daJam waktu paling Jambat 1x 24 jam.

(3)Terbadap pellyetomn uang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak dapat diJakukan dalam waktu 1 x 24
jam karena hambatan ~. maka penyetorannya
dapat diJakukan paling lambat3x 24 jam.

(4) Paling Iambat tanggal 10 bulan berikutoya Bendahara
Penerima Pembantu ~ib menyampaikan laporan
Penerimaan 1repada Gubemur mclalui KepaIa Dinas
Pendapatan Daerah.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayst (4)
menggunakan formulir model DID-088. yang diketabui
oleh KepaJaUPTD.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masiog­
roasiog 1embar dilampiri dengan formulir model Bend. 16.
Bend. 17. dan Bend. 26. dengan rincian sebagai beriJrut:
a. lembar kesatu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro

Kellangan dan Aset Daerah Sekn:tariat Daerah
Provinsi;

Pa,sal3

lbniljk kendaraan bermotor yang teJah menjuaJ
!'endamannya dan telah meJapor secara IertuJis Ire UPTD
-limaoa kendaraan tersebut terdaftar. maka pemili'k
!'enc1anum tcrsebut dibebasJean dari pengenaan tarif pajak
seeara progresif.

(7) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama dan alamat
yaogsama.

(4) DikecuaJikan dari pengenaan tarif pajak progresif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaJab terbadap
jenis-jenis keodaJaan pick UP. mobil box. light truck.
truck, dump truck, dan mobil taogki

(5) Orang pribadi yang memiliki satu kendaraao bermotor
roda 2 (dua). satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan
satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih
masiog-masing dipcrlakukan sebagai lrepemjljlrnn
pertama, sebingga lidak dikenakan ta,rif pajak seeara
progresif.

(6) Penentuan kepemilikan kendaraan bermotor pcrtama.
kedua dan seterusnya sebagai dasar pengenaan tarif
pajak piogtesif adalab berdasar:kan atas urutan
pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Kantor
SamsaL
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Pasal8
(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar PKB

yang terutang dalam jangka waktu 30 (riga pulub) bari
kerja setelab diterbitkan SKPD, KepaJa Dinas
Pendapatan Daerah dapat memberikan keringaoan
pembayarnn seeara angsuran deogan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumJab pajak
terutang, yang beJum atau kuraog dibayar berdasarkan
alasan yang dapat diterima..

{2} Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adaJab paling lama 1 (satu) tahun Pajak. berdasarkan
pernyataan tertulis Wajib Pajak yang bersaogkutan dan
diketabui oJeh Kepa1a Dinas PendapafaD Daerah,

(3) ApabiJa terlambat membayar an~wan sebagaimana
dimaks>Jdpada ayat (2)dikenakan denda 100%(scratus)
persen dari angsuran yang masih terutang.

Bagian Keempat
Pemberian Keriopoan. Penguraogan, Pembebasao,

dan Peogbapusan Pajak
Pasal7

(1)Gubernur melimpahkao kewenangao pemberian
kermganan, pengurangao. pembebasan dan
peoghapusan Pajak kepada KepaJa Dinas Peodapatan
Daerah,

(2)Tata cam. dan persyarntan peogajuan permohonan
kerioganan, pengurangan, pembebasan dan peogllapus­
an Pajak ditetapkan oleh Kepala Diaas Pendapatan
Daerah,

Bagian Ketiga
Pengembaliao Kelebiban Pembayarao Pajak

Pasal6
(1) Gubernur melimpahkao keweoangan kepada Kepala

Dinas PeodapataD Daerah untuk m.eogembalilrnn
kelebihan pembayaran pajak.

(2) Tata carn dan persyaratan pengajuan permohonan dan
peogembalian kelebiban pcmbayaran. pajak diatur Jebib
lanjut oleh Kepa1a Dinas PendapataD Daerah,

b, Jembar kedua untuk arsip ;

e, Iembar keti~ untuk KepaJa Dinas PeDdapatan
Daerab ; dan

d, lembar keempat untuk Iospektur Provi.nsi.
Pasal5

Bendahara Peoerima Pembantu wajib meoycleoggarakan
pembukuan deogao baik dan tertJb atas semua
penerimaan dan penyetoran pajak deogao mcngguoakao
buku peoerimaan model Beod.lO. dan Bend. 16 dalam
rangkap 4 (empa!).

-s -
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Daerah. melimpahkan
UP'ID untuk melakukan
kutipan ketetapan pajak

(1)Kepala Dinas Pendapatan
kewenangan kepada Kepala
perbaikanjkoreksi terhadap
dalam. hal terjadi :
a. kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan;
b. pengurangan/pengbapusan sanksi dendajsanksi
administratif akibat dikabuJkannya pengajuan usul
doJeansi;

c. penguranwm/pengbapusan sanksi denda/sanksi
administratif dapat dikabulkan karena adanya
kebijakan Gubemur;

Bagi.an Keenmn.
Kendara.an Bermotor Asa1 Luar Daerah

Pasal 10

(1) Kepala UPfD diwajibkan rmtuk memonitor data
.kendarnan bermotor dari luar Provinsi yang tclab
beroperasi di dalam wilayab kerja UPID yang
bersang1rutan yang teJah mclampaui waktu 90
(sembilan puluh) bari atau 1ebih dan melaporkannya
kepada KepalaDinas Pendapatan Daerah,

(2) Berdasarkan laporan Kepa1a UPI1) sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) Kepala Dinas Pendapatan
Daerab dan Direktur LaIu Lintas Kepolisian Daerab
Sumatera Selatan akan me.mberikan petunjuk.

Bagian Ketnjuh
Tata cara Melakukan Perbaikan/Koreksi

Terhadap Kutipan Ketetapan Pajak
Pasalll

Bagian Kelima
Penandatanganan

Surat Ketetapan Pajak Daemh
Pasal9

(1) SKPDditandatangani oJeb Kepala UPTD _
(2) Nama pejabat yang tel re.ta untuk menandatangani SKPD

adalah nama Kepala UPI1) yang sesuai dengan wilayab
ketjanya.

(3)Ter:badapUPfD Pembantu j Samsat Pembantu / Unit­
unit Pelayanan pembayman PKB Jainnya
penandatanganan SKPD dilakukan oleh koocdinator
UP'ID/Samsat Pembantu/Kepala Unit-unit Pelayanan
Pembayaran PKB lainnya. sedangkan nama yang tertera
pada SKPD tetap nama KepalaUPfD.

(4) Apabila Kepala UPTD / Koordinator Samsat Pembantu /
KepaIa Unit-unit PeJayanan Pembayaran PKB laionya.
tidak masuk kerjajtidak berada diteJnpat maka SKPD
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleb Kepala
UP'JD/Koordinator Samsat PembantujKepala Unit-unit
pelayanan pembayaran PKB lainnya dan nama pejabat
yang tertera pada SKPD adalah nama KepaIa UPI'D.

-6 -
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Tala cam Pembayaran dan .PeJaporan
Pasall3

(1) Pembayaran BBN-KB yang terutang dilakukan pada
Bendaham Penerima Pembantu atau pejabat Jain yang
ditunjuk.

(2) Uang seturan BBN-KByang diterima oJeh Bendahara
Penerima Pembantu hams diseturkan ke Kas Daerah
daJam waktu paling lambat 1x 24 jam,

(3) Terbadap penerimaan BBN-KByang karena bambatan
letak goeografi.s sehingga penyetDrannya tidak dapat
diIakukan dalam waktu 1 x 24 jam maka
penjetorannya diJakukan paling lambat 3x 24 jam,

(4) Paling lambat tan~J 10 buJan berikutnya 8endahara
Penerima Pembantu wajib menyampaikan Japoran
penerimaan kepada Gubernur meJaJui Kepala Dinas
Pendapatan Daerah,

(5) Laporan sebagajmana dimaksud pada ayat (4) hams
diJretahui oleh Kepala UPfD dcngan mempergunakan
formulir model DPD-088.

(6) Masing-masing Jembar diJampiri dengaD fonnulir model
Bend. 10, Bend. 16. dan Bend 26 dCDg;mriocian
sebagai berikut
a.lembar kesatu untuk Gubernur c.q, KepaJa Biro
Kel1angan dan Aset Daerah Sekretarial Daerah
Provinsi ;

RABID
BEABALIKNAMAKENDARAANBERM01'OR

Ragian Kcsatu

d.pengurangan /pengbapus:an sanksi deoda / sanksi
administratif karena adanya. sebab-sebab Jain yang
dapat dipe:rtanggungjwabkan.

(2) Perbaikan/koreksi terhadap kutipan ketetapan pajak
sehagaimana dimaksud pada ayat (I) hams
didokumentasikan seeara tertib dan teratur,

(3) Perbaikan/koreksi terhadap kutipan ketetapan pajak
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penanggung jawab Centrol Processing Unit (CPU) alas
perintah Ke:paJaUPI'D.

Bagian Kedelapan
Pemberian Keringanan. Pengurangan,
dan Pembebasan Sanksi Administratif

Pasall2

(1)Gubermar mclimpahkun kewenangan untuk memberikan
keringanan, pengurangan. dan pembebasan sanksi
administratif kepada Kepa1a Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Tam. cam dan pernya.ratan pengajuan permohonan
keringanan. pengurangan. dan pembebasan sanksi
administratif ditelapkaD oleh Kepala Dinas PeDdapalan
Daerah.

-7 -
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Bagjao Ketiga
Tata Cam Pemberian Kcrinpoan,

Penguranpn dan Pembebasan BBH-KB
PasalI6

(1) Kcpala Dinas Pcodapatan Daerah dapat memberikan
keringanan pembayaran secara angsuran dengan
dikenalmn bunga sebesar 2% (dua perscn) sctiap bulan
dari jumlah BBN-KB yang bclum atau kurang dibayar
terbadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar BBN­
KS yang t.erutaog dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sctclah diteJbitkannya SKPD. berdasarkan alasao
yang dapat diterima..

(2)Jangka waktu sebaw-imana dimalcsud pada ayat (1)
adaJah paling lama 1 (satu) tahun Pajak, berdasaTkan
pernyataan Iertlilis W;,gili Pajak. yang bersangkutan dan
diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Apabila terfambat membayar a.ogsuran scbagaimana
dimaksud pada. ayat (2) dikenakan denda 100% (scratus
persen) dari angsurao yang masib terutang..

(4)Tata cam dan pe.syaratan pembayaran seeara angsuran
sebag;aimana dimaksud pada ayat (l) ditetapJmn oleh
Kcpala Dinas Pcndapatao Daerah.

Pasa117

(1)Kepala Dinas Pcndapatan Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada. Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran BBN-KB sampai batas waktu yang
ditenbdcap setelah memenuhi persyaratan tertentu
dengao dikenakan bunga 2% (dua persco) sebulan dari
jllmJah pajak yang beium atau kurang dibayar.

(2)Tata cara dan persyaratan pengajuan permohooan
pengembalian kclebihan pembayaran BBN-KB ditetapkan
oJehKepaJa Dioas Pendapatan Daerah.

kepada Kcpala
mengembaJikan

PasalI4
Bendahara Pcncrima Pembantu diwajibkan
menyelcnggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan
teratur atas scmua kegiatan penerimaan dan penyetoran
BBN-KBdengan mempergunakan buku peoerimaan sejenis
model Bend.IO, Bend.16 daJam rangkap 4 (empat).

Bagiao Kcdua

PeogembaJian Kelebiban
Pembayaran BBN-KB

PasalI5
(1)Gubemur melimpabkao kewenangan

Dinas Pendapatan Daerab untuk
kelebiban pembayamn BBN-KB.

b.lembar lredua untuk arsip ;
c.lembar ketig;a nobdc KepaJa Dioas Pendapatan
Daerah ;

d.lembar lreempat untuk Iospektur Provinsi..

-I -
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BABIV
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Oi!jekdan Subjek Pajak

Pasal 18

(1)Objek PBB-KBadalab baban hakaT kendaraan bermotor
yang disediakan atau dianggap diguoakao untuk
kendaraan bermotor, termasuk baban bakar yang
diguoakan untuk kendaman di atas air.

(2) Bahan Bakar kendaman bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi Bensin, Solar dan Gas.

(3) Termasuk dalam pengertiao Bensin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain Premium. Premix.
Bensin biru dan Super IT.

(4) Dikecualikan dari objek PBB-KBsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) aeJalahbabao bakar lrendaraan bermotor
)'aIlg dignnalrnn khusus untuk mesin-mesin pabrik baik
industri pertambangan maupun industri kebutanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan PBB-KB

Pasal19

(1) Dasar pengenaan PBB-KBadalah nilaijual baban bakar
kendaman bermotor sebe1um dikenakan Pajak
Pertambahan JNiIai.

(2) Dalam bal barga jual baban bakar kendaraan bermotor
tidak termasuk PPN retapi sudah tcrmasuk PBB-KB
dengan tarif 7,5% (tujub kama lima persenj, maka nilai
juaJ dihitung dengan perkalian 100/107.5 (seratus per
serams tujuh koma liIna) dika.1ikandengan barga jual.

(3) Dalam hal barga jual baba" bakar lrendaraan bermotor
sudah termasuk PPM dengan tarif 1O"A.(sepuluh persen)
dan PBB-KBdcngan tarif 7,5% ttujuh koma lima perseoJ
maka nilai jual dibitung dengan perkalian 100/117,5
(seratus per seratus ~ub be1as kama lima) dikalikan
bargajual.

(4) PeJaksanaan penerapan tam PBB-KB sebesar 7.5 %
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
mulaidilaL.-sanakan ~ak tanggal 1 l\.faret2012.

Pasal20

Penghitungan besarnya pokok PBB-KB yang terutang
dioyatakan daJam rupiah dengan pembulatan 2 (dual angka
di belakang koma.

Contoh:
Hargajual Premium Rp.8.000,- per liter termasuk PPNdan
PBB-KB.
Pokok PBB-KByang terutang/liter =7,5% x 100/117.5 x
Rp. 8.000 = Rp. 510,638, dibulatkan menjadi Rp. 510.64 .

(2)Tata eara dan persyaratan penundaan pembayaran dan
lamanya penundaan pembayaran BBN-KB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

-9 -
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kepada KepaJa
mengembalikan

Bagian Kelima
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran PBB- KB

Pasal25
(1)Gubemur melimpahkan kewenangan

Dinas Pendapatan Daerah untuk
kelebihan pernbayaran PBB-KB.

Bagian Ketiga
WilayahPemungutan, Masa,
dan Saat Terutang PBB-KB

Pasal21
(1)PBB-KBdipungut di wilayah Provinsi.
(2)PBB-KBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang

pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran
barang (Delivery Order IDO).

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,

dan Pelaporan
Pasal22

(1)Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan
bakar kendaraan bermotor.

(2)Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah
pengeluaran barang (Delivery Order I DO).

Pasal23
(1)Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib

menyetorkan hasil pemungutan PBB-KB dengan
menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara
(estimated figures) ke Kas Daerah paling lambat tanggal
20 (dua puluh) pada bulan berilrutnya.

(2)Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jatuh pada han Iibur, maka penyetoran dilakukan pada
hari kerja berikutnya.

(3)Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa
pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan
bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap
penghitungan sementara yang telah disetor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal24
(1)Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib

menyampaikan laporan jumlah pengeluaran bahan
bakar kendaraan bermotor sesuai dengan Delivery
Order (DO), kepada Gubemur melalui Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

(2)Laporan jumlah pengeluaran bahan bakar kendaraan
bermotor dan PBB-KByang telah disetor ke Kas Daerah
disarnpaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah,
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran
dilaksanakan.

- 10 -
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BagianKetiga

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
Pasal29

[I] Pem.bayanm PAP yang tenrtang diJakukan pada
Bendaharawan Penerima Pembantu atau Pejabat yang
ditunjuk.

(2)Uang setoran PAP yang diterima oleh Bendaharawan
Penerima Pembantu atau Pejabat yang ditunjuk hams
ctisetorkan Ire Kas Daerah dalam waktu paling Jambat I x
24jam .

(3) Terbadap penerimaan PAPyang karena hambatan Jetak
geografis sehingga penyetorannya tidak dapat dilakukan
daJamwaktu I x 24 jam maka dapat diJakukan paling
lambat 3 x 24 jam.

BagianKedua
IN"JJai Peroleban Air·

PasaI28
Gubernur menetapkan niL"li perolehan air berrlasarkan
jenis sumber air, lokasi sumber air, tqjuan pengambilan
danfatau pemanfaatan air, voJume pengambilan air,
kualitas air serta dampak tingkat kerusakan yang
diakibatkan oJeb pengambilan air.

(1) Barga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
termasuk barga dasar air untuk lrepentingan Badan
Usaha Milik lNegma(BUMN),Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) yang memberikan peJayanan publik,.
pertambangan minyak bumi dan gas a1am.

(2) Barga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adaIah sebagaimana tereantum dalam Lampiran I dan
Lampinm n yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubem.ur ini.

(3) Harga dasar air sebagaimana ctimaksud pada ayat (2)
dilinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BagianKesatu

Harga Dasar Air
Pasal26

Gubernur menetapkan barga dasar air sebagai dasar

pengenaan ~ air permukaao .
Pasai27

(2)Tata earn dan persyaratan pengajuan permohonan
pengembaJian keleblban pembayaran PBB-KBditetapkan
oleh KepaJaDinas Pendapatan Daerah.

BABV
PAJAKAIR PERMUKAAN

- is -

.:
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Bagian Keempat
PengernbalianKelebihanPembayaran PAP

Pasal31
(1) Gubernur meJimpahkan kewenangan kepada Kepala

Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan
kelebihan pembayaran PAP.

(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PAP diatur lebih
lanjut oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kelirna
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan

dan Pernbebasan Pajak
Pasal32

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan
keringanan berupa pembayaran secara angsuran dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar terhadap
Wajib Pajak yang tidak dapat membayar PAP yang
terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
diterbitkan SKPD, berdasarkan alasan yang dapat
diterima.

(2) Jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
adalah maksimal 1 (satu) tahun Pajak, yang ditetapkan
dalarn pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan
diketahui oleh KepalaDinas Pendapatan Daerah.

(3) Apabila Wajib Pajak terlambat membayar angsuran
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda
1000/0 (seratus persen) dari angsuran yang masih
terutang.

(4)Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
bendaharawan Penerirna Pernbantu wajib rnelaporkan
Pertanggungjawaban kepada Gubemur.

(5)Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) harus
diketahui oleh Kepala UPTD dengan mernpergunakan
forrnulirmodel DPDI - 088.

(6)Masing-rnasing lembar dilarnpirkan dengan forrnulir
model Bend. 16, Bend. 17, Bend 26, dengan rincian
sebagai berikut:
a. lembar ke satu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro
Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi ;

b. lembar kedua untuk arsip ;
c. lembar ketiga untuk kepala Dinas Pendapatan Daerah;
d. lembar keempat untuk Jnspektur Provinsi.

PasaI30
Bendaharawan Perierima Pembantu diwajibkan
menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tertib atas
semua penerirnaan dan penyetoran PAP dengan
mempergunakan buku penerimaan model Bend.10 dan
Bend. 16 dalam rangkap 4 (empat).

" 12 "
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Pasal 37
Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing­
masing Kabupaterr/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan dan Aset
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi berdasarkan
pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

a. 40 % dibagi rata untuk seluruh Pemerintah Kabupaten!
Kota dalam Provinsi ;

b. 60 % dibagi berdasarkan potensi Kabupaten/Kota
masing-masing.

Pasal 36
Pembagian untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35, setelah dijadikan 100 % (seratus persen)
dibagi sebagai berikut :

a. Hasil penerimaan netto PKB dan BBN-KB diserahkan
kepada Pemerintah Kabupaterr/Kota sebesar 30 % (tiga
puluh persen) ;

b. Hasil penerimaan netto PBB-KB diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) ;

c. Hasil penerimaan netto PAP diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaterr/Kota sebesar 50 % (lima puluh
persen) ; dan

d. Hasil penerimaan netto Pajak Rokok diserahkan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh
persen).

BABVII
PEMBAGIANHASILPENERlMAANPAJAKUNTlJK

PEMERlNTAHKABUPATEN/ KOTA

Pasal 35
Hasil penerimaan Pajak daerah untuk bagian Pemerintah
Kabupaten / Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal34
Penentuan alokasi penggunaan pajak rokok akan diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

undangan.

BABVI
PAJAKROKOK

Pasal 33
Prosedur penerimaan setoran pajak rokok dari wajib Pajak
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

(4) Persyaratan perobayaran secara angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

- 13 -
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Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :
1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 199

Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan AirPermukaan ;

2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 200
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun
1998 ten tang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

BAB VIII
BENTUK,JENIS DANlSI SPTPD/SPPKB,

SKPDDAN FORMULIRLAINNYA
Pasal38

Bentuk, Jenis, lsi SPTPD/SPPKB, SKPD dan formulir­
formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan
pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan
dan pelaporan pajak-pajak daerah adalah sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran III dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini,

BABIX
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 39
Pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak
daerah dilaksanakan oleh Gubemur dan secara teknis
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasa140
Untuk melaksanakan ketentuan sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 39 petugas yang ditunjuk berwenang:
a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas
pajak;

b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan
bermotor dan kendaraan di atas air untuk memeriksa dan
meneliti kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ;

c. Meminta bantuan aparat Pemerintah yang berwenang
untuk rnemeriksa tempat penyimpanan kendaraan
bermotor atau kendaraan di atas air apabila diperlukan.

Pasal41
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Dinas
Pendapatan Daerah menyampaikan Japoran kepada
Gubernur secara periodik 3 (tiga)bulan sekali.

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 42

- 14 -
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BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN2012 NOMOR ..1:1.

SEKRETARlSDAERAHPROVINSI
SUM TERASELATAN,

Diundangkan di Palembang
pada tanggal tf April 2012

H. ALEXNOERDIN

GUBERNURSUMATERASELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 April 2012

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 211
Tahun 2002 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan d.iAtas Air ;

4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan d.i
atas Air ;

- 15 -

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto. 
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(~-----------------)
NIP.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DIPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KAB IKOTA ..

............... ~ .DITETAPKAN
TANGGALMASA BERLAKU

Terbilang , .

Oilsl oleh Petugas UPTDDlspenda ProvoSumsel Kab I Kota ...................................................
SURATKETETAPANF'AJAKDAERAH (SKPD)

NO. SKUM NO. KOHIR TAHUNPAJAKSURATKUASAUNTUKMENYETOR(SKUM)
1. NamaWajlb Pajak

2. Alamat

3.Besarnya Pajak: ........................... m3 x Rp......................... =Rp.......................................

4. Denda ............................................................................. =Rp.......................................

Jumlah yang harus dibayar ............................................... =Rp.......................................

PamohonlWajib Pajak.
. , " ..

X) Diisl sesual dengan keadaan sebenarnya.

Diiai oleh Wajib Pajak I Kuaaa :
1. Nama (Orang/Badan yang melaksanakanpengambilan dan

pemanfaatan air pennukaan)
2. Alama!Wajib Pajak

3. a. Lokasl SumberAir
b. kualitasAir a. Baik b. Sedang c. Jelek
c. MusimPengambilan a. hujan b. Kemarau

4. Janis Sumber Air Air Permukaan
5. VolumeAir yang diarnbll m3
6. Pemanfaalan untuk 1. Pabrik 2. Perkebunan 3.........................................

SURATPEMBERITAHUAN PAJAKPENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN (PAP)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB/KOTA ........

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Nomer : JJ ~A!:J:U.N 2012
Tanggal: ..1.~ m;rH ?~.1.2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 
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Bend. Khu. Barang 3

Oilorima dari I Uraian JumlahNo Urut
Penerimaan Per

1 2 3 4

BUKU PENERIMAAN SEJENIS
Ayat .
Uraian ayal ..
TahunAnggaran . " " .

lembaran kesatuModel Bend. 16

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Hal. 2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

~

(:-=-----)
NIP.

(:-=----­
NIP.

(=-------
NIP.

Uang tersebut di atas
telah diterima langgal

.............................. tgl. .
Bendaharawan Khusus
Penerima pada Dinas

Kepala UPTD Dispenda Provinsi SS
Kabupaten I Kola

., , , , " , , .
••••••• ,. ""'" " II ••••• , ••••••••••••• " , .

............................ ,., , , .

............. , , , ' ..,." " .
Yaitu: Penerima Uang " " , , " " , .

( dengan huruf) : " ..

Harap Menerima uang sebesar Rp.

Kepada Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kas Daerah di " , " , " " ..

Setoran seperti ini yang terakhir telah
dilakukan pada tanggal

SURAT TANDA SETORAN
No: .

Setoran seperti ini yang ke
............. dalam tahun

Model Bend 17

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS .

Hal. 3

.'.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

x ) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

Nama: ..
Alamat: .

...................................... x )

Penyetor,

Uang tersebut Oi atas Oiterima
............................... 200 ....

Aya! Penerimaan

......... , , , , , , .
• ,." , " , '·····11.. , ,.Sebagai pembayaran

Alamat

·· ,.........•,.........•.........•....,.....•····.·········udari Nama

...................... , , , " ,." •....., , ,., ,..,." " , , .. " , )

telah menerima uang sebesar Rp. IL _J1 ( ..

Bendaharawan KhususPenerima .

Lembar: ,,","I/IVNNI

TANOA BUKTI PENERIMAAN
No: ..

OINAS PENOAPATAN OAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Model 26

Hal. 4

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 
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Perh.t~n . Pembayalan 1m sah se!elah dikutl Tanda bokfi
Peoe imaan ModellJood 26 dan dilapak mesin ""'h Reg;.,.,

MerklType POKOK DENDA JUMLAH
Jenis BBN
Th ICC PKB
No. Masin SWDKLLJ
No. Chasis ADM.
Beral (Ton) JUMLAH

BERLAKU SID DITETAPKANTANGGAL TANDATANGANPETUGAS TANDATANGANKA.UPTD

{ \ I \
NIP. NIP.. .

JUMLAH YANG HARUS DIBAYARNo AlaI BeraVBesar
Alamal
Nama Pemilik

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPO) No. SKUM No. KOHIR Th. PAJAK
SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)

. .
PemohonlWajib Pajak,

I.BEA BALIK NAMA { BBN I
1. Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menerima

I oenverahan
2. Nama dan Alamal badan alau Orang yang menyerahkan

3. Tanggal/Dasar penyerahan

4. Jenis, Merk & Type, Th.lCC, No. Mesin, No. Chasis Diisi pada kolom II. 2

5. Harga juall Nilai jual

II. UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKBI
1. Nama dan Alamal Pemilik

2. Jenis, Merk & Type
Th. Pembikinan/CC
No. Mesin
No. Chasis
Beralnva ITon I

3. Pajak Th. Terakhir I Kohir No.

SURATPEMBERITAHUANBEA BALIK NAMADAN PAJAKKENDARAANBERMOTORALAT-ALATBERATIBESAR

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB/KOTA .......

Hal. 6

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 



rr"

me;dlSSPO

GUBERNUR1SUMATERASELATAN

NIfk-___
----;- ALEX NOERDIN

.
C.PERNYATAAN

Dcngan menyadorlaQponuhnya aka" .ogal. aklbat tormasuk aank,'-sanks; 5e.suai dongan kotontuan Perundang.undangan ,
yangberlaku,saya ltau yangsayaberl kuasamenyatakanbahw. ope yang19lah!<amiberitahu!<anterSebutbe•• rta lamp;ran·
iampiranny. adalahbenar. lengkapdan )el••.

............... , ................ 20..
Yang melaporkan

O. OliSI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cars penghUungandan penetapan yang dikehendakl :
Self Assesmenl (mengh~ung dan menetapkan Pajak sendlrl)

Dilerima Tanggsl
Nama Petugas
NIP

( ..,......................)

gunling disini

N( . SPTPD:

TANDA TERIMA

NPWPD

NamaWajlb Pajak

Alamal

Dali : Dispenda Provins; $umalers Selatan

Palembang,
Yang Menerlma

NOla: '.arop lambar diisi segers diserohkan ke bag. Kou8ngan akuntans; mlnyak BBMUpms II Pa/amOangSBDt dO<umenWdah ditarims

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 



H.ALEX NOERDIN
...

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL SSPD

I· DINAS PENDAPATAN DAERAH (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
SUMATERA SELATAN Tahun

JL. POM IX KAMPUS TELP. (0711) 310633 PALEMBANG

NamaWajib Pajak

Alamat

N.P.W.P.D .
Menyelor berdasarkan :

1.SPTPD 3. SK. Keberalan
2. SK. Pembelulan 4. Lain-lain

: Masa Pajak: Tahun No. Urut: 08

No Ayat Jenis Pajak Jumlah
(PBB-KB) (Rp)

1. PREMIUM

2. SOLAR

3. PERTAMAX

4. BIOSOLAR

Jumlah setoran pajak

Dengan huruf

.............., 20..
Ruang unluk Teraan Dilerima oleh,

Kas Register I Tanda Tangan Petugas Tempal Pembayaran Penyelor
Pelugas Penerlma

Tanggal

Tanda Tangan

Nama Terang

Hal 8

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto. 
 

H. ALEX NURDIN 


